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SENGKETA KEWENANGAN ANTARTINGKAT PEMERINTAHAN
TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PETI KEMAS
PELINDO II CABANG PANJANG

ABSTRAK

Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengalokasikan sumber-
sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masing-
masing. Penelitian ini hendak membahas sengketa kewenangan tingkat pemerintah terhadap
retribusi pelayanan kapal di pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Lampu.ng. Pembahasan
dalam penelitian ini akan dibedah dengan menggunakan metodologi penelitian hukum yang
bercorak normologis, sehingga hukum dipahami sebagai seperangkat norma peraturan
tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang—undar'ngan yang
berlaku di bidang perizinan investasi sebagai bahan hukum. Hasil penelitian akan dlup.ayalfan
untuk mengkonstruksi pendapat hukum (legal opinion) terhadap kewenangan 1_)ad.a tiap-tiap
tingkatan pemerintah, dengan demikian setiap tingkatan pemerintah tidak terjadi sengketa
kewenangan. Kewenangan yang jelas pada setiap tingkatan pemerintah berarti memberikan
kepastian hukum untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan kapal, dan sekaligus
memberikan pelayanan. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan
otonomi dalam pelaksanaan pembangunan daerah semakin besar, hal ini disertai-dengan
kewenangan untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan daerah yang luas, dan diharapkan
dapat memenuhi berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Untuk
mewujudkan hal tersebut di atas masalah utama yang banyak dihadapi oleh hampir seluruh
pemerintah daerah di Indonesia adalah masalah keuangan. Pemerintah daerah harus mampu
melaksanakan pembiayaan bagi daerahnya secara mandiri. Kaitan yang sangat erat dengan
masalah ini adalah darimana dan bagaimana pemerintah daerah harus mampu menyediakan
dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut.
Kewenangan pemerintah daerah tersebut secara riil dihadapkan pada kendala yaitu belum
optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Padahal daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber
keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya dalam membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Hal ini penting sebagai sebuah kajian, karena salah satu kriteria penting
untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri adalah kemampuandi bidang keuangan.

Kata Kunci: Sengketa Kewenangan, Tingkatan Pemerintah, Retribusi Pelayanan Kapal
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